
SKRIPSI 

PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK 

(STUDI PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI) 

DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR 

 

  Oleh:  

Nediya Syafitri Hasanuddin 

105611113820 

 

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2024



i 
 

PENERAPAN TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK 

(STUDI PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI) 

DI POLRESTABES KOTA MAKASSAR 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar 

Sarjanan Ilmu Administrasi Publik (S.Ap) 

 

 

 

Disusun dan Dan Diajukan Oleh: 

 

NEDIYA SYAFITRI HASANUDDIN 

Nomor Stambuk : 10561 11138 20 

 

 

Kepada  

 

 

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS 

 MUHAMMADIYAH MAKASSAR  

2024 



 
 

ii 
 

 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama Mahasiswa  : Nediya Syafitri Hasanuddin 

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113820 

Program Studi              : Ilmu Administrasi Negara 

 

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil dari 

sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 

hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai 

aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Makassar, 22 Februari 2024 

  Yang menyatakan,

 

  Nediya Syafitri Hasanuddin 



 
 

iii 
 

HALAMAN PENERIMAAN TIM 

 

 



 
 

iv 
 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

 



 
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

keluarga, dan para sahabatnya yang merupakan teladan dalam kepemimpinan yang adil 

dan transformatif. 

Skripsi dengan judul “Penerapan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi 

Pembuatan Surat Izin Mengemudi) di Polrestabes Kota Makassar” yang penulis 

susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi Ilmu 

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada 

penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Kepada Superhero dan panutan ku, Ayahanda Hasannuddin, terimakasih selalu 

berjuang untuk kehidupan penulis, belaiau yang senantiasa mendidik penulis, 

memotivasi, memberi dukungan, serta menjaganya agar tetap aman hingga 

penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.  

2. Teruntuk pintu surgaku, Ibunda Sitti Habibah Drahman S.Pd, yang tidak henti-

hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan 

motivasi dan juga senantiasa mengingatkan saya untuk selalu sabar dan harus 



 
 

vi 
 

selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap proses yang saya jalani. Serta berkat 

doa merekalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Bapak  Dr. Lukman Hakim, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak 

Syukri, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II. Karena telah Meluangkan 

waktunya membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong 

dan membantu untuk menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku sekretaris 

Program Studi Ilmu Admistrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

5. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

6. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

7. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ikhlas dalam memberikan 

ilmunya yang bermanfaat bagi penulis, dan seluruh Staf pegawai di ruang 

lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

8. Kepada kakak saya Ramadhan Bijaksana Hasanuddin S. Ak yang merupakan 

sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan perkuliahan saya ini serta menjaga 



 
 

vii 
 

dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis hingga 

sampai di titik ini . 

9. Kepada bestie saya yang pakbal, saudara Arman dan Muhammad Anandy 

Anizar A. yang selalu memberikan saya kalimat penyemangat disaat yang tepat 

dan saya benar-benar membutuhkannya dan mendukung dalam proses 

penelitian saya. 

10. Kepada teman-teman Kelas IAN D, yang tidak bisa saya sebut satu per satu 

namanya. Saya ucapkan terimakasih atas seluruh bantuan dan dukungannya. 

11. Kepada Bapak Kepala SATLANTAS Polrestabes Makassar, Bapak Wisnu dan 

seluruh perangkat Polrestabes Makassar. Karena telah bersedia menerima dan 

membantu peneliti menjadi narasumber penelitian dalam proses penelitian ini. 

Saya ucapkan terima kasih banyak, 

12. Kepada Muhammad Adhitya Hariansyah pemilik NIM 105611113520 terima 

kasih karena telah membantu melakukan proses skripsi sampai selesai yang 

saya tau sangat berat sekali untuk bisa dilakukan sendiri oleh karena itu saya 

meminta bantuannya saya sangat berterima kasih akan hal itu. 

13. Terakhir dan yang terspesial kepada diri saya sendiri, termakasih karena telah 

mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri 

dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah 

sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan 

semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan 

untuk diri sendiri. 



 
 

viii 
 

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu maupun bagi pembaca. 

 

 

Makassar, 22 Februari 2024 

 

Nediya Syafitri Hasanuddin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

ABSTRAK 

Nediya Syafitri Hasanuddin, Dr. Lukman Hakim, M.Si, Dr. Syukri, S.Sos, M.Si. 

Penerapan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Surat Izin 

Mengemudi) di Polrestabes Kota Makassar 

Penerapan transparansi dalam pelayanan publik telah menjadi fokus utama 

dalam pengembangan kebijakan dan tata kelola organisasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menyelidiki dan menganalisis Penerapan transparansi dalam pelayanan publik 

pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis studi kasus untuk 

mengevaluasi penerapan transparansi dalam pelayanan publik terhadap prosedur 

pelayanan publik, rincian biaya pelayanan, dan informasi pelayanan publik dalam studi 

Pembuatan Surat Izin Mengemudi. 

 Metodologi penelitian  menggunakan pendekatan   kualitatif yang bersifat 

deskriptif   dimana   data   diperoleh   melalui   pedoman   wawancara, observasi dan 

dokumentasi dilapangan  kepada 6 orang  informan  yang  mengacu  kepada 3 indikator  

penelitian yaitu   1. Prosedur pelayanan publik 2. Rincian biaya pelayanan 3. Informasi 

pelayanan publik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Transparansi dalam Pelayanan 

Publik (Studi Pembuatan Surat Izin Mengemudi) di Polrestabes Kota Makassar dari 

tiga indikator penelitian yaitu 1. Prosedur pelayanan publik yang meliputi keterbukaan 

di jejaring sosial dengan membuat konten – konten mengenai SOP membuatan SIM. 2. 

Rincian biaya pelayanan terpantau murah dan tidak berubah. 3. Informasi pelayanan 

yaitu sudah transparan dikarenakan telah mengikuti segala SOP yang berlaku dan 

pelayanannya melalui web atau aplikasi. Tetapi masih memiliki faktor penghambat 

dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu belum  terlaksana  secara 

maksimal dikarenakan pelayanan tergantung pada server bysistem tersebut. Untuk itu 

penulis menyarankan agar aparatur SAT LANTAS Polrestabes Kota Makassar dalam 

pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), dapat ditingkatkan agar dapat 

lebih maksimalkan atau dengan sigap memperbaiki server atau aplikasi yang sedang 

mengalami gangguan sehingga pelayanan Surat Izin Mengemudi tersebut tetap 

berjalan. 

 Kata Kunci :Transparansi, Pelayanan, Surat Izin Mengemudi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1 ayat 1, dalam Undang-

Undang ini yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

Surat Izin Mengemudi (SIM), yang juga disebut sebagai SIM, adalah tanda bukti 

legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang 

telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan 

kendaraan bermotor (ranmor) di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh 

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut, Dwilaksana. kompetensi 

mengemudi adalah kemampuan seseorang pengemudi dalam bidang pengetahuan dan 

keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan benar sesuai 

kenyataan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan (Dimas Sulistiyo and Shihab 2023). 

Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia adalah bukti registrasi dan identifikasi 

yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan 

administrasi, memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memahami peraturan lalu 

lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudi 

di jalan harus memiliki SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. 

Oleh karena itu, Setiap pengemudi kendaraan wajib memiliki SIM peraturan ini 

tercantum pada Pasal 18 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas 
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dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib 

memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). (polri.go.id/)  

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat tanpa memandang status sosial, pangkat, atau golongan, dan setiap warga 

negara berhak atas pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Mutu pelayanan merupakan kunci dari keberhasilan dan kinerja suatu organisasi. 

Dengan pelayanan yang baik, maka kepuasan dan loyalitas pengguna atau masyarakat 

dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, misalnya masyarakat berpendapat tidak 

ada masalah apakah suatu organisasi menciptakan suatu benda yang dapat diraba atau 

sesuatu yang dapat dirasakan dan dialami, tetapi apa yang paling perlu diperhitungkan 

adalah pelayanan yang dibuat, yakni cara mendiasin dan menyampaikan pelayanan 

atau jasa kepada masyarakat (Patria 2021).  

Namun, telah terungkap bahwa beberapa pelayanan SIM di Kantor Polrestabes 

Makassar tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Misalnya, tidak melalui ujian atau 

uji praktek, dsb. Sebagai hasil dari banyaknya layanan yang diberikan Polrestabes 

dalam pembuatan SIM, sering terjadi kehilangan mata rantai dalam pelayanan, yang 

berarti masih ada prosedur yang tidak dilakukan dalam penerbitan SIM karena alasan 

tertentu, seperti keluarga, teman, atau kenalan. 

Sinambela (2006) dalam jurnal (Usman, Usman, and Abdi 2016) Buruknya 

pelayanan publik karena belum terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dalam pembahasan ini Satuan Lalu Lintas 

Polrestabes Kota Makassar menjadi objek utama dalam pelayanan kepada masyarakat 

dalam hal pembuatan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi untuk masyarakat yang 

memerlukan atau wajib menggunakan, memiliki saat berkendara. Polrestabes 

Makassar diharapkan memberi pelayanan dengan kinerja berdasarkan prinsip-prinsip 

good governance antara lain dengan menerapkan sistem pelayanan yang transparansi 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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Namun demikian, masih banyak keluhan dari masyarakat tentang layanan yang 

tidak akuntabel atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya termasuk 

kurangnya profesionalitas personel pegawai negeri sipil, persyaratan administrasi dan 

prosedur kerja yang tidak jelas, dan biaya yang tinggi untuk layanan pembuatan Surat 

Izin Mengemudi. Selain itu, banyak orang bodoh dan pungli yang berkeliaran di sekitar 

Kantor Satlantas Polrestabes Makassar. Di Satlantas Polrestabes Makassar, praktik 

percaloan masih sering terjadi meskipun ada larangan untuk mengawasi proses 

pembuatan SIM dengan memanfaatkan audio suara. Orang-orang yang ingin 

mendapatkan SIM menjadi tidak nyaman karena undang-undang ini. Aktivitas calo 

yang merugikan itu berjalan bebas, seolah-olah mendapat dukungan dari kepolisian. 

Hal ini berarti bahwa pemerintah harus secara konsisten meningkatkan kualitas dan 

kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan publik tidak hanya harus dilakukan 

dengan efisien, tetapi juga harus transparan, akuntabel, dan profesional. Jika tidak, 

pelayanan publik akan menjadi tidak adil dan demokratis.United Nation Development 

Program, (Maani Dt 2009) transparansi adalah sistem informasi yang dikembangkan 

sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai 

pelayanan publik.  

Masih Menurut (Maani Dt 2009) Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek 

kritis: (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information); (2) 

kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari 

proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik 

produksi itu serta jaminan informasi yang tersistematis. Ketiga elemen penting ini 

saling terkait karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup jika tidak ada 

penjelasan tentang fungsi dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam berbagai proses yang terjadi, yang semuanya memerlukan sistem yang stabil. 

Transparansi atau keterbukaan dalam pelayanan sangat penting sehingga dapat 

terwujudnya pelayanan yang transparan. Menurut (Dwiyanto, 2014) dalam (Nengsih, 

Adnan, and Eriyanti 2019) 
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Pendapat lain tentang pengertian transparansi yaitu menurut (Adisasmita, 2011) 

dalam (Nengsih et al. 2019) transparansi itu berarti keterbukaan pemerintahan dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.  

Prinsip transparansi, atau keterbukaan, adalah cara untuk mewujudkan 

pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya. Melalui  transparansi  

penyelenggaraan  pemerintahan,  masyarakat  diberikan kesempatan  untuk  

mengetahui  kebijakan  yang  akan  dan  telah  diambil  oleh  pemerintah. Juga   melalui   

transparansi   penyelenggaraan   pemerintahan   tersebut,   masyarakat dapat 

memberikan feedback atau outcomes terhadap   kebijakan   yang   telah   diambil   oleh 

pemerintah (Astuti, 2013) dalam (Jitmau, Kalangi, and Lambey 2017). 

Masih dalam (Jitmau et al. 2017) transparansi adalah  adanya  kebijakan  terbuka  

bagi  pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan informasi   adalah   informasi   

mengenai   setiap   aspek   kebijakan   pemerintah   yang   dapat dijangkau  publik.  

Diharapkan keterbukaan informasi akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, 

toleransi, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan pilihan publik.  Ada dua cara 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat: (1) bukti 

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat; dan (2) upaya untuk meningkatkan 

manajemen dan penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi kemungkinan praktik 

kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).  

Rohmah (2011) dalam (Jitmau et al. 2017) menyatakan  transparansi meliputi  

keterbukaan  dalam  memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan 

persaingan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya  dibuat  berdasarkan  atas  

preferensi  masyarakat.  Dengan demikian, transparansi adalah ketika informasi tentang 

keuangan partai politik diberikan kepada publik, sehingga publik dapat mengambil 

manfaat dari informasi tersebut. 
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Menurut Lavenia, (2018) dalam Maghfirani and Khozin (2021) Dalam  

menghadapi  era  globalisasi  yang  penuh  tantangan  dan  peluang,  Aparatur  Sipil  

Negara (ASN)  dalam  hal  ini  aparatur  kepolisian sebagai  pelayan  masyarakat  

dihadapkan  pada  tugas  pokok yang   cukup   berat. Diharapkan bahwa sistem 

penyelenggaraan pemerintah akan mendapat manfaat dari reformasi. Hal ini  tentunya  

dapat  dilihat  dari keberpihakan  bagaimana pemerintah memperhatikan kepentingan 

masyarakat.  Namun, faktanya adalah bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme semakin 

meningkat di Indonesia, yang tentunya berdampak negatif pada sistem dan citra 

pelayanan publik di mata masyarakat. Selain itu, kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

juga meningkat di beberapa daerah. 

Punggli SIM adalah contoh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan Pemerintah 

RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak menetapkan biaya untuk proses penerbitan SIM. Untuk SIM A dan B, biayanya 

adalah Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk SIM C, biayanya adalah 

Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).   Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak 

berjalan sesuai harapan.  Tim Saber Pungli Polri menemukan bahwa biaya yang diluar 

ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus 

ribu rupiah) hingga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang untuk setiap 

permohonan SIM.  

Hal ini membuktikan bahwa adanya peran calo didalam  proses pembuatan Surat 

Izin  Mengemudi. Dilihat dari penelitian sebelumnya yang serupa oleh (Nining, 2016) 

dalam (Nengsih et al. 2019) tentang Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan 

Publik (Studi Pembuatan SIM) di Satlantas Makassar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masih lamanya waktu pelayanan dan masih adanya biaya ekstra yang harus 

dikeluarkan oleh masyarakat dan juga ada pemberian imbalan atas bantuan yang telah 

diberikan serta pelayanan masih bersifat deskriminasi. Berdasarkan hasil penelitian 

diatas sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2014) dalam 

(Nengsih et al. 2019) dimana dalam keterbukaan proses pelayanan publik bisa dilihat 
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dari semakin cepatnya waktu pelayanan dan biaya yang jelas maka pelayanan dapat 

dinilai memliki transparansi yang tinggi.  

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu Bagaimana Penerapan 

transparansi pelayanan publik dan faktor penghambat dalam pelayanan pembuatan 

Surat Izin Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar. 

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Penerapan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Pembuatan 

Surat Izin Pengemudi) Di Polrestabes Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka di rumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Penerapan transparansi pelayanan publik dalam pelayanan pembuatan 

Surat Izin Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar? 

2. Faktor apa saja yang menghambat dalam pelayanan pembuatan Surat Izin 

Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun Tujuan dari penelitian yaitu:  

1. Menjelaskan transparansi pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin 

Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar 

2. Mengetahui faktor penghambat dalam pelayanan pembuatan Surat Izin 

Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini secara umum terbagi menjadi dua 

kategori. kategori pertama yaitu manfaat secara teoritis dan kategori kedua yaitu 

manfaat secara praktis. Berikut ini adalah penjelasan manfaat dari penelitian yaitu: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, masukan dan 

meningkatkan prosedur yang baik dalam pembuatan sim di Polrestabes Kota Makassar. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat mengevaluasi prosedur transparansi dalam 

pembuatan sim di Polrestabes Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus dapat digunakan sebagai dasar dalam 

menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu anatara lain sebagai berikut: 

Table 1 - Penelitian Terdahulu 

No. Nama / 

Tahun 

Judul Metode Hasil 

1. Laksmi 

Wahyu 

Kurniasih 

dan Nina 

Widowati 

(Kurniasih 

and 

Widowati 

2016) 

Pelayanan 

Publik Dalam 

Menciptakan 

Pelayanan 

Prima di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Pemalang 

menggunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pelayanan telah berubah 

dan didasarkan pada 

prinsip pelayanan prima, 

tetapi masih belum 

optimal karena ada 

kendala. Sumber daya 

manusia, infrastruktur, 

sistem manajemen 

informasi, dan 

operasional layanan 

adalah beberapa faktor 

yang mendorong dan 

menghambat layanan. 

2. Hariawan 

Abdullah 

Strategi Dinas 

Kependudukan 

merupakan 

penelitian 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 
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Kunta dan 

Rina 

Susanti 

Hartono 

(Kunta and 

Hartono 

2021) 

dan pencatatan 

Sipil dalam 

Mencapai 

Pelayanan 

Prima di 30 

Kabupaten 

Bekasi 

yang 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

dengan cara 

interview dan 

penyebaran 

angket 

meskipun ada perbedaan 

dan prinsip pelayanan 

prima dalam pelaksanaan 

pelayanan, masih belum 

optimal karena ada 

kendala. Sumber daya 

manusia, infrastruktur, 

sistem informasi 

manajemen, dan arus 

pelayanan adalah faktor 

pendorong dan 

penghambat layanan. 

Proses pelayanan sulit 

karena pegawai tidak 

memahami teknologi 

dengan baik. 

3.  Tri 

Yuningsih 

(Yuningsih 

2013) 

Dasar-dasar 

Pelayanan 

Instansi 

Pemerintahan 

Menuju 

Pelayanan 

Prima; Suatu 

Telaah Teoritis 

analisis 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

Untuk menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah, 

pelayanan publik, yang 

diberikan oleh negara, 

harus dikombinasikan 

dengan pelayanan publik 

yang berkualitas tinggi. 

Pelayanan publik yang 

baik akan mempengaruhi 

keinginan masyarakat 

untuk mendukung dan 
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menaati pemerintah 

karena kesadaran dan 

kesukarelaan tidak 

diperlukan. Karena 

perubahan zaman, rakyat 

akan bertindak 

berdasarkan pilihan yang 

lebih logis untuk 

memilih untuk 

mendukung pemerintah 

atau tidak. Untuk 

memperkuat masyarakat, 

keterbukaan 

(transparency) dan 

akuntabilitas 

(accountability) 

pelayanan publik harus 

dibangun. Ini akan 

membuat pengelolaan 

pelayanan publik yang 

prima menjadi tolak ukur 

bagi masyarakat dan 

pemerintah sebagai suatu 

kontrak. 

Sumber: Kunta, Heriawan Abdullah, and Rina Susanti Hartono. 2021. “Strategi Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mencapai Pelayanan Prima Di 

Kabupaten Bekasi.” Governance 9(2):1–21. 

               Kurniasih, Laksmi Wahyu, and Nina Widowati. 2016. “Pelayanan Publik Dalam 

Menciptakan Pelayanan Prima Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
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Kabupaten Pemalang.” Journal of Publik Policy and Management Review 

5(2):294–305. 

               Yuningsih, Tri. 2013. “Dasar-Dasar Pelayanan Instansi Pemerintah Menuju 

Pelayanan Prima: Suatu Telaah Teoritis.” Dialogue. Jiakp 1(1):2004–2117. 

 

B. Konsep dan Teori 

a. Penerapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah 

perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, 

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain 

untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh 

suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. (Yarist 

Firdaus et al. 2013) 

Dan Menurut (Sutan Mohammad Zain) dalam (Saputra, Taufiq, and Husain 2018) 

penerapan adalah hal, cara atau hasil. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang direncanakan dan dilakukan 

dengan teliti berdasarkan standar tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Akibatnya, 

penerapan tidak berdiri sendiri, tetapi tetap dipengaruhi oleh objek berikutnya, yaitu 

program prosedur. 

b. Transparansi 

United Nation Development Program, (Maani Dt 2009) transparansi adalah sistem 

informasi yang dikembangkan sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses 

berbagai informasi mengenai pelayanan publik.  

Masih Menurut (Maani Dt 2009) Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek 

kritis: (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (availability of information); (2) 

kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari 

proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik 
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produksi itu serta jaminan informasi yang tersistematis. Ketiga elemen penting ini 

saling terkait karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup jika tidak ada 

penjelasan tentang fungsi dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat 

dalam berbagai proses yang terjadi, yang semuanya memerlukan sistem yang stabil. 

Menurut (Jitmau et al. 2017) transparansi adalah  adanya  kebijakan  terbuka  bagi  

pengawasan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan informasi   adalah   informasi   

mengenai   setiap   aspek   kebijakan   pemerintah   yang   dapat dijangkau  publik.  

Diharapkan keterbukaan informasi akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, 

toleransi, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan pilihan publik.  Ada dua cara 

transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat: (1) bukti 

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat; dan (2) upaya untuk meningkatkan 

manajemen dan penyelenggaraan pemerintahan dan mengurangi kemungkinan praktik 

kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 

Rohmah (2011) dalam (Jitmau et al. 2017) menyatakan  transparansi meliputi  

keterbukaan  dalam  memberikan informasi yang nantinya dapat menghasilkan 

persaingan politik yang sehat, bertoleransi dan kebijakannya  dibuat  berdasarkan  atas  

preferensi  masyarakat.  Jadi, transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan 

publik informasi, pengetahuan, dan gambaran tentang keuangan partai politik. Publik 

menggunakan informasi ini untuk menilai kinerja partai politik dalam memenuhi 

kepentingan dan aspirasi rakyatnya. 

Pendapat lain tentang pengertian transparansi menurut Lalolo (2003: 13) sesuai 

dengan kutipan dalam (Usman et al. 2016) adalah prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 

pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang 

dicapai.  

Transparansi menurut (Usman et al. 2016) adalah keterbukaan pemerintah dalam 

memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik 
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kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Secara khusus transparansi dalam 

pelayanan pembuatan SIM di Polrestabes memfokuskan pada tiga indikator yaitu;  

1) Prosedur pelayanan publik; 

2) Rincian biaya pelayanan; 

3) Informasi pelayanan publik 

 

c. Pelayanan Publik  

Sinambela (2006) dalam jurnal (Usman et al. 2016) Buruknya pelayanan publik 

karena belum terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dalam pembahasan ini Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar 

menjadi objek utama dalam pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembuatan atau 

penerbitan Surat Izin Mengemudi untuk masyarakat yang memerlukan atau wajib 

menggunakan, memiliki saat berkendara. Polrestabes Makassar diharapkan memberi 

pelayanan dengan kinerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance antara lain 

dengan menerapkan sistem pelayanan yang transparansi dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Menurut teori ilmu administrasi negara, pemerintahan negara pada hakikatnya 

menjalankan dua fungsi utama: pengaturan dan pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya 

dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), 

sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara 

kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun pelayanan berkaitan 

dengan semua aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat. 

Menurut Moenir (2001:13) dalam (Ilhami 2020) Pelayanan publik adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material 

melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan 

orang lain sesuai dengan haknya. Jadi, tujuan pelayanan publik adalah untuk 
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menyediakan pelayanan publik yang diinginkan atau dibutuhkan oleh publik, serta 

bagaimana memberi tahu publik dengan tepat tentang pilihannya dan bagaimana 

memanfaatkannya. 

Kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut: 

1) Reability, yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang 

diinginkan secara tepat; 

2) Assurance, yaitu pengetahuan dan kemampuannya untuk meyakinkan; 

3) Empathy, yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan 

kepada pelanggan; 

4) Responsiviness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan 

memberikan pelayanan yang tepat; 

5) Tangibel, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta penampilan 

pribadi. 

Reability, merupakan dimensi penting yang menegaskan Kapasitas untuk 

memberikan layanan yang kredibel, tepat waktu, dan tepat waktu adalah aspek penting. 

Anda harus menghormati komitmen Anda untuk memberikan layanan tepat waktu 

kepada pelanggan Anda dengan memberikan bantuan tepat waktu dan bebas kesalahan. 

Assurance berarti menciptakan kepercayaan dan kredibilitas bagi pelanggan. Ini 

tergantung pada pengetahuan teknis karyawan, keterampilan komunikasi praktis, 

kesopanan, kredibilitas, kompetensi, dan profesionalisme. Keterampilan ini akan 

membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas pelanggan. 

Empathy, yaitu untuk memastikan layanan yang penuh perhatian dan unik, empati 

adalah cara yang bagus untuk memuaskan pelanggan secara psikologis dan 

meningkatkan kepercayaan, kepercayaan, dan loyalitas. 

Responsif, yang berfokus pada dua hal penting: kemauan dan ketepatan waktu, dan 

membantu pelanggan dengan hormat. 
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Tangible, meliputi ketersediaan fasilitas fisik, gaya kerja staf, peralatan, mesin, dan 

sistem informasi. Fokusnya adalah menyediakan fasilitas material dan fisik. 

Menurut (Yarist Firdaus et al. 2013) pelayanan publik yang baik Konsep 

transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses 

penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh 

para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Artinya jika semua elemen proses 

penyelenggaraan pelayanan, termasuk persyaratan, biaya, dan waktu yang diperlukan, 

serta hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan dipublikasikan secara 

terbuka sehingga semua orang dapat melihat dan memahaminya, maka praktik 

penyelenggaraan pelayanan dapat dinilai dengan transparansi yang tinggi. 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

Gambar 1 - Kerangka Berpikir 
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D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas, Maka fokus dalam penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan  bagaimana transparansi pelayanan publik dan faktor penghambat 

dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar. 

 

 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

a. Prosedur Pelayanan Pembuatan SIM di Polrestabes Kota Makassar 

Harus melakukan menganalisis tentang langkah – langkah yang harus dilakukan 

untuk mendapatkan SIM yang telah ditetapkan dan mengevaluasi proses pembuatan 

SIM di Polrestabes Kota Makassar dengan penekanan khusus pada aspek SOP. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang SOP dalam 

pembuatan SIM dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan 

pelayanan. 

 

b. Rincian Biaya Pelayanan Sim di Polrestabes Kota Makassar 

Untuk mengetahui rincian biaya pembuatan SIM di Polrestabes Kota Makassar 

akan memerlukan sejumlah biaya. Biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan tarif 

resmi PNBP SIM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

c. Informasi Pelayanan Publik di Polrestabes Kota Makassar 

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Pelayanan Publik di 

Polrestabes Kota Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) 

Polrestabes Makassar di Jl. Tello Baru. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama 

dua bulan, di mulai dari bulan Januari 2024 hingga Februari 2024. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari pendekatan 

ini adalah untuk mengungkapkan masalah, keadaan, atau kejadian. Jadi, apa yang 

ditemukan di lapangan mengungkapkan kebenaran dan memberikan gambaran yang 

objektif tentang bagaimana hal-hal di dunia nyata.  

2. Tipe penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yang berarti penelitian 

menyeluruh tentang seseorang, organisasi, program kegiatan, atau hal lainnya selama 

periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lengkap 

dan mendalam tentang suatu entitas. Teori dibuat melalui analisis data yang dihasilkan 

dari studi kasus. 

C. Informan 

Sumber data penelitian atau narasumber adalah informan. Informan harus 

memiliki banyak pengalaman dalam penelitian dan dapat memberikan perspektif 

pribadi mereka tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang mendasari 

penelitian. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 
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1. Masyarakat minimal 3 orang. 

2. Staff / kepolisian yang mengelola prosedur pembuatan Surat Izin Mengemudi. 

Table 2 – Daftar Informan 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian. karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan 

data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka 

cara pengumpulan data menggunakan :  

1. Wawancara adalah wawancara langsung dengan sumber data. Sumber data 

adalah individu yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan 

data yang diperlukan. 

2. Observasi adalah metode pengumpulan data informasi yang dilakukan 

dengan mengamati dan menulis secara sistematis tentang peristiwa dan 

elemen yang akan diteliti di lokasi penelitian.  

3. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

sehingga hasilnya menjadi relevan untuk penelitian. Dokumentasi dapat 

mencakup buku-buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, file, dan jenis data 

lainnya yang dapat diperoleh dengan cara ini. 

 

 

NO INISIAL NAMA JABATAN 

1 WS Kepala Satuan Lalu lintas 

2 AD Masyarakat 

3 ID Masyarakat 

4 DF Masyarakat 

5 CD Masyarakat 
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E. Teknik Analisis Data 

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang 

tingkah laku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan, 1984) dalam (Agusta 

2003). Data kualitatif dapat dipilah menjadi tiga jenis (Patton, 1990) dalam (Agusta 

2003):  

1) Hasil pengamatan: uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan 

tingkah laku yang diamati di lapangan. 

2) Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang 

pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan 

wawancara mendalam. 

3) Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, 

rekaman, dan kasus sejarah. 

Perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif data kualitatif terdiri dari 

salinan frasa yang diucapkan oleh subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Peneliti 

dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dengan 

memberikan penjelasan mendalam tentang pengalaman orang-orang melalui 

interpretasi mereka tentang kehidupan, pengalaman mereka, dan interaksi sosial. Ini 

berbeda dari penelitian kuantitatif, di mana pengalaman responden dimasukkan ke 

dalam kategori yang ditetapkan oleh peneliti sendiri.  

F. Teknik Pengabsahan Data 

Triangulasi menurut Moleong (2007:330) dalam (Roza 2012) triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu hal lain. Di luar data itu untuk 

keperluan data dengan memanfaatkan sesuatu hal lain. Di luar data itu untuk keperluan 

data pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tingkat kepercayaan 

terhadap data penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membuktikan bahwa apa yang diamati sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. 
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Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono 2010: 

330) dalam (Fitriani 2013). Keabsahan data penelitian ini dibuktikan dengan metode 

berikut: 

1. Triangulasi waktu: Ini dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dengan melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau dalam 

berbagai situasi atau waktu. 

2. Triangulasi sumber: Ini dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dengan mengecek data dari berbagai sumber. 

3. Triangulasi teknik: Ini dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dengan mengecek data dari berbagai sumber. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi Lokasi Penelitian 

Kota Makassar  atau dikenal  sebagai  Ujungpandang  atau  Ujung Pandang adalah 

kota dan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota terbesar di pulau Sulawesi berada di 

pesisir barat daya pulau, berhadapan dengan Selat Makassar. 

Makassar, juga dikenal sebagai Macassar, Mangkasar, dan Ujung Pandang (1971–

1999), adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan ibu kota provinsi Sulawesi 

Selatan. Kota terbesar keempat di Indonesia adalah Makassar, yang juga merupakan 

kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar adalah pusat pelayanan di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Ini adalah pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan 

industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat angkutan barang dan penumpang baik 

darat, laut, maupun udara, dan pusat pendidikan dan kesehatan.  

Kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini terletak pada 

ketinggian 0-25 meter dari permukaan laut. Pada tahun 2000, total penduduk Kota 

Makassar adalah 1.130.384 orang, terdiri dari 557.050 pria dan 573.334 perempuan, 

dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %. 

1) Letak : Koordinat 5°8′S 119°25′E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, 

menghadap Selat Makassar.  

2) Batas: Kabupaten Pangkajene Kepulauan berada di sebelah utara, 

Kabupaten Maros berada di sebelah timur, dan Kabupaten Gowa berada di 

sebelah selatan. Selat Makassar berada di sebelah barat. 

3) Orang-orang dari berbagai etnis hidup bersama di masyarakat Makassar. 

Kebanyakan orang Makassar adalah Bugis Makassar, dan orang lain 

berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, dan Jawa. 

4) Mayoritas orang di Makassar beragama Islam. 
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5) Kota ini terdiri dari 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 jalan raya lintas, dan 

4446 kepala desa.  Suhu udara di Makassar adalah 20–32° Celcius dan 

berada di ketinggian 0–25 meter dari permukaan laut. 

6) Luas wilayah kota Makassar adalah 128,18 km2, dengan total 175,77 km2. 

Sungai Tallo mengalir di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang 

mengalir di sebelah selatan. 

Luas wilayah kecamatan :1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 

48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17.05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 

6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung 

Pandang 2, 63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 

20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km². 

1) Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km² 

2) Jumlah penduduk : 1,168,258 jiwa. 

Berikut ini adalah peta Kota Makassar: 

Gambar 2 - Peta Kota Makassar 

 

Sumber: https://makassarkota.go.id/peta-wilayah-administrasi-kota-makassar 
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Polrestabes Makassar, salah satu lembaga kepolisian terbesar di Kota Makassar, 

berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi warga kota dan berlokasi di pusat kota, Jl. 

Ahmad Yani No. 9 Makassar, di mana banyak aktivitas terjadi. Pasti hanya orang-orang 

yang terlibat dalam hubungan antara masyarakat dan kepolisian. 

POLRESTABES, yang sebelumnya disebut sebagai Kepolisian Wilayah Kota 

Besar (POLWILTABES) telah mengalami perubahan drastis dari sebelumnya berfungsi 

sebagai resor kepolisian Polwiltabes. Diresmikan pada tanggal 19 Februari 2010 

sebagai resor kepolisian Polrestabes sebagai bagian dari reformasi struktural Polri 

untuk meningkatkan kinerja dengan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan 

akuntabel. 

Adapun tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai instansi penegakan 

hukum yang cukup besar di Kota Makassar 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman , dan pelayanan kepada 

masyarakat 

Polrestabes Makassar berusaha mewujudkan kepolisian yang terampil, cepat, 

tangguh, dan terpercaya yang membantu masyarakat dalam setiap masalah yang 

dihadapi dan melindungi masyarakat. Aktivitas sehari-hari Polrestabes Makassar 

memenuhi kebutuhan masyarakat, baik di dalam maupun di luar kantor. Pelayanan 

kepribadian masyarakat seperti pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

(SKCK ),  di dalam kantor masih lamban atau tidak memadai untuk melayani 

masyarakat. 

1. Visi dan Misi Polrestabes Makassar 

a. Visi 
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1.) Terwujudnya polisi yang semakin professional, modern, dan  terpercaya 

guna mendukung terciptanya Kota Makassar, yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian berdasarkan gotong royong. 

 

b. Misi 

1) Berupaya melanjutkan reformasi internal kepolisian. 

2) Mewujudkan organisasi dan postur polisi yang ideal dengan didukung 

sarana dan prasarana kepolisian modern. 

3) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polisi yang 

professional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM 

4) Peningkatan kesejahteraan anggota polisi. 

5) Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan terhadap Publik 

6) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini 

berlandaskan prinsip kepolisian proaktif dan kepolisian yang berorientasi 

pada penyeleksian akar masalah.  

7) Meningktkan harkamtibmas dengan mengikut sertakan publik melalui 

sinergitas polisional.  

8) Mewujudkan penegak hukum yang professional dan berkeadilan. 

 

2. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar 

 Polri diorganisasikan dari tingkat pusat hingga kewilayahan. Markas Besar 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) merupakan organisasi tingkat 

pusat, sedangkan organisasi tingkat kewilayahan terdiri dari Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan. Berikut adalah susunan struktur 

organisasi Polres: 
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a. Unsur Pimpinan 

1) Kapolres 

2) Wakapolres 

b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan 

1) Seksi Pengawas (SIWAS) 

2) Seksi Provost dan Paminal (SIPROPAM) 

3) Seksi Keuangan (SIKEU) 

4) Seksi Umum (SIUM) 

5) Bagian Operasional (BAGOPS) 

1. SUBBAGBINOPS 

2. SUBBAGDALOPS 

3. SUBBAGHUMAS 

6) Bagian Perencanaan (GAG REN) 

1. SUBBAGPROGAR 

2. SUBBAGDALGAR 

7) Bagian Sumber Daya (BAGSUMDA) 

1. SUBBAGPRES 

2. SUBBAGSARPRAS 

3. SUBBAGKUM 

c. Unsur pelaksana tugas pokok 

1) Sentra Pelayanan  Kepolisian Terpadu (SPKT) 

2) Satuan Intelijen dan Keamanan (SAT INTELKAM) 

3) Satuan Reserse dan Kriminal (SAT RESKRIM) 

4) Satuan Reserse Narkoba (SAT RESNARKOBA) 

5) Satuan Pembinaan Masyarakat (SAT BINMAS) 

6) Satuan Samapta Bhayangkara (SAT SABHARA) 

7) Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS) 

8) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (SAT TAHTI) 

9) Satuan Pengamanan Objek Vital (SAT PAM OBVI) 
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10) Satuan Polisi Perairan (SAT POLAIR) 

d. Unsur pendukung 

1) Seksi Teknologi Informasi Polisi (SITIPOL) 

e. Unsur pelaksana Tingkat kewilayahan 

1) Polsek 
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Berikut ini adalah struktur organisasi Polri tingkat Polres: 

Gambar 3 - Struktur Organisasi Polrestabes Makassar 

 

Sumber: https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/ 

 

3. Jenis Layanan di Polrestabes Makassar 

a. Laporan Polisi (LP) 

b. Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTPLP) 

https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/
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c. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) 

d. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) 

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

f. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) 

g. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) 

h. Surat Ijin Keramaian 

i. Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamatan 

j. Surat Ijin Mengemudi (SIM) 

k. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 

 

4. Waktu pelayanan di Polrestabes Makassar 

Berikut ini adalah waktu pelayanan di Polrestabes Makassar: 

Senin – Kamis : 08:00 – 12:00 WITA dan 13:00 – 16:00 WITA 

Jumat  : 08:00 – 11:30 WITA dan 13:00 – 15:00 WITA  

Tanggal Merah : Tutup 

 

B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian diuraikan dari jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara 

Informan yang merupakan narasumber yang menjadi pihak yang terpengaruh secara 

langsung oleh kepemimpinan di Polrestabes Kota Makassar dan beberapa informan 

lainnya. Jadi, pada bab ini akan memberikan pemaparan dengan menguraikan jawaban 

dari rumusan masalah. Pertama, akan dijelaskan bagaimana layanan SIM dapat 

dianggap transparan. Selanjutnya, akan dibahas apakah layanan SIM benar-benar 

transparan. 

1. Transparansi / informasi pelayanan publik 
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Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah 

dengan rakyat. Penerapan transparansi di pemerintah daerah mengacu pada upaya 

untuk membuka dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terkait 

informasi, kebijakan, dan keputusan yang diambil oleh Pemerintah. 

Berikut ini beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat SIM. 

Persyaratan ini sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 22 2009 tepatnya pasal 81, 

diantaranya : 

1. Memiliki umur paling rendah 17 tahun 

2. Sehat jasmani dan rohani 

3. Memiliki kemampuan untuk menulis dan membaca 

4. Memiliki pengetahuan tentang mengendarai teknik dasar sepeda motor 

5. Mengetahui peraturan lalu lintas secara umum 

6. Memiliki KTP 

7. Mengisi formulir pendaftaran SIM secara tertulis atau mendaftar melalui 

online melalui laman berikut sim.korlantas.polri.go.id. 

8. Bersedia mengikuti tes ujian praktik dan teori sesuai prosedur yang ada. 

Di Polrestabes Kota Makassar ada yang namanya SATPAS (Satuan Penyelenggara 

Administrasi SIM) yang dimana pelayanan SIM ini sudah transparansi karena sudah 

mengikuti SOP yang berlaku, Seperti hal yang di ungkapkan oleh bapak WS selaku 

kepala satuan lalu lintas bahwa: 

“jadi begini kalau untuk kami di satpas kami disini kan untuk penerbitan 

sim ini ada dua penerbitan SIM baru dan perpanjangan sim mengenai 

masalah transparansi boleh di cek karena kami bysistem, semua ada SOP 

nya mulai dari pendaftaran kemudian pemeriksaan Kesehatan, psikotes, 

semua harus pemohon sendiri yang datang melakukan pengurusan sendiri, 

kemudian setelah di daftar dan datanya terinput sesuai dengan golongan 
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sim yang akan di mohonkan baru, ataupun perpanjangan semuanya 

bysistem dan itu tidak boleh di wakilkan atau hanya mengirim foto saja 

karena kami punya aplikasi yang langsung terpusat di porlantas dengan 

servernya yang terpusat dan itu tidak bisa melalui manual dalam artian kita 

melakukan proses penerbitan sim itu bukan semau mau kita, tidak bisa 

seperti itu! Jadi semua itu bysistem” (Hasil wawancara kepala satuan lalu 

lintas pada tanggal 30 januari 2024). 

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara tersebut kepada satuan lalu lintas, 

bahwa pelayanan SIM tersebut sudah transparan dikarenakan telah mengikuti segala 

SOP yang berlaku dan pelayanannya melalui web atau aplikasi maka bisa dikatakan 

sudah transparan dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polrestabes 

Kota Makassar. 

Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi / SOP di Sanlantas 

Polrestabes Kota Makassar yaitu terdiri dari: 

1) Persyaratan administrasi  

a. Surat keterangan dokter 

b. Foto kopi KTP sah 

c. Surat permohonan SIM yang diambil dari website resmi 

Polrestabes Kota Makassar 

2) Pendaftaran 

3) Registrasi 

4) Foto  

5) Pencerahan dan teori 
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6) Praktek 

7) Produksi SIM 

Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi perpanjangan. 

Mekanisme tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 

tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. 

1. Persyaratan administrasi  

a. Surat keterangan dokter  

b. Foto kopi KTP sah 

c. SIM lama yang masih berlaku 

d. Permohonan SIM yang diambil dari website resmi 

Polrestabes Kota Makassar 

2. Pendaftaran  

3. Registrasi 

4. Foto  

5. Produksi SIM 

Peneliti mengemukakan data peserta yang melakukan pengurusan pembuatan SIM di 

Polrestabes Kota Makassar. 

1. Andi Dimas (AD) dengan umur 18 tahun melakukan pengurusan 

SIM  C. 
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2. Indri Desti Rahmawati (ID) dengan umur 19 tahun melakukan 

pengurusan SIM C. 

3. Darwis Fairuz (DF) dengan umur 21 tahun melakukan 

pengurusan SIM A. 

4. Cristina Delia (CD) dengan umur 18 tahun  melakukan 

pengurusan SIM A. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan salah 

satu masyarakat peserta pelayanan SIM yaitu Ibu AD yang mengatakan bahwa: 

“Menurut saya pelayanan di Polrestabes Kota Makassar dalam pembuatan 

SIM itu bisa dibilang sudah transparan. Pada awalnya saya melihat 

persyaratan untuk melakukan tata cara membuatan SIM pada platfrom 

Instagram milik Polrestabes Kota Makassar kemudian saya melengkapi 

persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pembuatan SIM dan 

mengikuti standar prosedur yang ada” (Hasil wawancara AD salah satu 

peserta pembuatan sim pada tanggal 30 januari 2024). 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu AD salah satu peserta pembuatan 

SIM, dalam hasil wawancara terungkap bahwa pelayanan di Polrestabes Kota 

Makassar dalam pembuatan SIM itu sudah dikatakan transparan dikarenakan salah satu 

peserta pembuatan Surat Izin Mengemudi melihat persyaratan atau biaya – biayanya di 

platfrom Instagram milik Polrestabes Kota Makassar dan langsung mendaftar di web 

ataupun di aplikasi tersebut dan salah satu syarat transparansinya pelayanan tersebut 

karena adanya platfrom sosial media maka dikatakan sudah transparan. 
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Berikut ini adalah gambar website dan Sosial Media Satlantas Polrestabes Kota 

Makassar 

Gambar 4 - Laman sosial media Instagram Satlantas Polrestabes Kota 

Makassar 

 

Gambar 5- Laman Website Pendaftaran online Satlantas Polrestabes Kota 

Makassar 
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Gambar 6 - Laman sosial media Twitter Satlantas Polrestabes Kota Makassar 

 

Di Pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi peneliti mendapatkan 

beberapa faktor yang menghambat pelayanan dari pembuatan SIM di Polrestabes Kota 

Makassar. Berdasarkan hasil wawancara pelayanan Surat Izin Mengemudi dengan 

bapak WS selaku kepala satuan lalu lintas bahwa: 

“Faktor penghambat untuk ini mungkin cuaca ya atau semacamnya    

kenapa saya bilang begitu karena apabila sekarang pemohon sudah 

melewati tahap uji teori kemudian mau melaksanakan ujian praktek Ketika 

cuaca tidak bersahabat seperti hujan deras dan angin kencang mungkin bisa 

terhambat itu yang pertama. Kemudian yang kedua faktor sistem karena ini 

semua komputerisasi dan itu memerlukan konektifitas harus ada jaringan 

yang bagus dari polantas ke jajaran kami, jika ada trouble dari sistem 

aplikasi SIM itu tidak akan bisa tercetak SIM karena ini semua adalah 

sistem. Misalnya Sekarang ada nomor registrasi itu tahapannya input data 

kemudian identifikasi contohnya di input data terkendala, tidak bisa 

menyimpan data dengan kendala jaringan seperti itu maka tidak bisa 
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dilanjutkan ke tahap bagian foto. Jadi semua alurnya semua berkaitan dan 

tidak bisa kami melewati atau melangkahi tahapan tersebut  dan semua 

melalui online. Dalam artian masyarakat WNI orang manapun bisa 

melakukan pengurusan SIM disini dan juga di SATPAS yang lain. Jadi 

semua warga negara itu bisa melakukan pengurusan SIM walaupun tidak 

sesuai dengan domisili dan bisa mengurus disini dan begitu pun dengan 

perpanjangannya. Begitupun juga dengan perpanjangannya walaupun kita 

berada di Jakarta tidak harus kembali ke makassar, cukup di SATPAS 

Jakarta’’ (Hasil wawancara WS selaku kepala satuan lalu lintas pada 

tanggal 30 januari 2024) 

Dari kesimpulan hasil wawancara kepala satuan lalu lintas bahwa yang 

menghambat yaitu faktor cuaca, semua aktifitas pelayanan lapangan di hentikan 

apabila terjadi hujan deras, dan faktor yang kedua yaitu terjadinya trouble jaringan 

karena apabila terjadi trouble jaringan dari pusat maka komputerisasi tidak berfungsi 

dengan kata lain terjadinya eror dan semua prosedur tidak boleh melangkah apabila 

koneksi jaringan trouble di pembuatan foto maka harus menunggu sampai jaringan 

tersebut normal kembali. 

Jadi beberapa faktor yang menghambat yaitu cuaca yang buruk dan adanya 

gangguan jaringan maka segala bentuk pelayanan di Polrestabes Kota Makassar 

terhambat.  

Berikut ini salah satu peserta pembuatan Surat Izin Mengemudi yaitu ID 

mengatakan bahwa: 

“Benar, kalau sistem dari pelayanan tersebut eror kita sebagai peserta     sim 

harus menunggu lagi sampai normal kembali, misalnya kalau inputan KTP 

terus gagal maka harus mengulangi lagi sampai tidak gagal dan tidak bisa 

melangkahi salah satu syarat uplodtan di web atau aplikasi tersebut”( Hasil 
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wawancara ID salah satu peserta pembuatan SIM pada tanggal 30 januari 

2024) 

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ID salah satu peserta pembuatan SIM, 

dalam hasil wawancara terungkap bahwa benar faktor penghambat di Polrestabes Kota 

Makassar dalam pembuatan SIM itu yaitu hanya soal konektifitas atau jaringan jadi 

jika sistem atau aplikasi bermasalah maka tidak terjadinya inputan data peserta sampai 

normal kembali. 

Adapun solusi dari beberapa faktor yang menghambat di Polrestabes Kota 

Makassar bagian pelayanan SIM yaitu dapat dilihat dari wawancara WS selaku kepala 

satuan lalu lintas bahwa: 

“Solusinya kami akan berkoordinasi karena itu semua ada teknisi atau 

vendor dari pusat yang memegang aplikasi pelayanan SIM online. 

Misalnya jika di SATPAS 1905 Makassar ada kendala dibagian foto tidak 

bisa menyimpan foto tersebut. Nanti teknisi tersebut akan mengeceknya by 

sistem agar di perbaiki masalah tersebut. Jadi semua masalah itu bisa 

terkoordinir.” (Hasil wawancara WS selaku kepala satuan lalu lintas pada 

tanggal 30 januari 2024) 

Dari hasil wawancara peneliti dapat di simpulkan bahwa solusi dari faktor 

penghambat tersebut yaitu berkoordinasi melewati teknisi atau vendor dari pusat yang 

memengang aplikasi SIM online tersebut dan dari teknisi tersebut akan memperbaiki 

masalah mengenai jejaringan. 
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Jadi solusi dari beberapa yang menghambat di pelayanan Surat Izin Mengemudi 

yaitu teknisi atau vendor yang akan memperbaikinya di luar faktor cuaca yang buruk 

itu sendiri. 

Di pelayanan Surat Izin Mengemudi ini peneliti mau membuktikan bahwa ada 

atau tidaknya sistem Percaloan di dalam pelayanan ini. Ada atau tidak nya percaloan 

di Polrestabes Makassar di dalam pelayanan SIM ini saya sebagai peneliti mengadakan 

wawancara dan dapat diliat dari wawancara WS selaku kepala satuan lalu lintas 

mengatakan bahwa: 

“Kalau masalah ini termasuk subjektif ya. Kenapa saya bilang begitu.  

Kami disini melarang keras adanya praktek Percaloan bahkan benner-

benner kami itu memeberikan saran atau petunjuk kepada pemohon SIM 

untuk percaya diri dengan kemampuan sendiri dalam mengurus SIM tanpa 

melalui bantuan dari calo ataupun petugas. Jadi kami di media sosial juga 

selalu melakukan sosialisasi tentang pembutan SIM untuk bebas dari 

pencaloan. Makanya di berbagai kesempatan ada tim kami (tim medsos) 

membuat semacam konteks atau konten untuk menyiarkan kepada 

Masyarakat Kota Makassar apabila ingin membuat SIM tidak perlu melalui 

CALO, cukup dengan mempersiapkan diri dalam arti mempelajari semua 

pengetahuan berlalu lintas melalui via google ataupun semacamnya” (Hasil 

wawancara WS selaku kepala satuan lalu lintas pada tanggal 30 januari 

2024). 

 

Dari hasil wawancara WS selaku kepala satuan lalu lintas dapat disimpulkan 

bahwa di Polrestabes Makassar dalam pelayanan sim sudah melarang keras adanya 

terjadi percaloan maka dari itu staf tersebut melakukan sosialisasi bebas percaloan 
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terhadap masyarakat di medsos maupun dengan pembuatan banner dengan sebutan 

pembuatan sim bebas percaloan. 

Jadi peneliti belum menemukan adanya bukti percaloan lewat wawancara 

bapak WS maka peneliti mewawancarai salah satu peserta pelayanan Surat Izin 

Mengemudi, AS mengatakan bahwa: 

“Kalau saya sendiri membuat SIM tidak pakai calo tetapi ada saudara saya 

kemarin pas sampai disini di parkiran sudah di tawari pembuatan sim dan 

tanpa tes dan membayar sebesar 250.000/orang dan langsung jadi, dan 

saudara saya iyakan hal tersebut dan langsung di uruskan melalui telpon 

genggam oleh oknum tersebut dan saudara saya tidak tahu menahu tentang 

oknum tersebut ini, apakah bagian dari satlantas atau hanya orang luar saja 

yang mengerti alur pelayanan sim tersebut. Nah setelah itu saudara saya 

langsung di arahkan pergi foto di mall trans tepatnya di parkiran dalam 

trans setelah itu saudara saya di suruh menunggu sekitar 30 menitan dan 

sim nya langsung jadi pada saat itu dan tidak menunggu berhari – hari, hal 

ini sudah masuk percaloan yah?Ujar AS salah satu peserta pembuatan Surat 

Izin Mengemudi ini” (Hasil wawancara AS salah satu peserta pembuatan 

sim pada tanggal 30 januari 2024)  

 

Dari hasil wawancara terhadap AS mengemukakan bahwa bukan dia yang 

termakan percaloan tetapi saudara dia, jadi kesimpulan hasil wawancara ini yaitu di 

Polrestabes Kota Makassar khususnya di pelayanan SIM tersebut masih ada beberapa 

oknum yang berkeliaran melakukan percaloan secara sembunyi kepada masyarakat dan 

tidak di ketahui oleh atasan.  

Oleh karena itu saya sebagai peneliti memberikan saran bahwa dengan sigap 

menindak lanjuti adanya oknum percaloan tersebut. Maka dari itu saya peneliti ingin 
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meminta pertanggung jawaban terhadap atasan yang berhak memberikan sanksi 

terhadap beberapa oknum percaloan tersebut. 

Oleh karena itu peneliti mewawancarai bapak WS selaku kepala satuan lalu 

lintas yang berhak memberikan sanksi terhadap oknum percalon tersebut, bapak WS 

mengatakan bahwa: 

“Iya, dengan tegas kami dari Tingkat pusat sampai Tingkat polres ada 

Namanya punishment. Apabila ada anggota yang menyalahgunakan 

wewenangnya dalam artian menjadi calo seperti itu apabila ditemukan akan 

di proses dengan cara disiplin dan di demosi atau penurunan jabatan 

ataupun di pindahkan di tempat lain dalam jangka waktu tertentu, dan 

sanksi lainnya juga tidak bisa mengikuti Pendidikan atau pangkatnya 

tertunda” (Hasil wawancara WS selaku kepala satuan lalu lintas pada 

tanggal 30 januari 2024) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas sudah menjelaskan bahwa jika ada terdapat 

oknum yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai calo sudah pasti mendapatkan 

sanksi nya itu sendiri dan akan ada penurunan jabatan seperti yang dikatakan kepala 

satuan lalu lintas. 

Jadi benar jika ada terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenangnya akan 

dengan sigap melakukan Tindakan hukum dengan tegas sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. 
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Gambar 7 - Bukti dokumentasi “Deklarasi Zona Bebas Percaloan’’ 

 

 

2. Rincian biaya Pelayanan Surat Izin Mengemudi 

Jadi adapun biaya sim di Polrestabes Makassar khususnya di pelayanan sim 

tersebut bapak WS selaku kepala satuan lalu lintas mengatakan bahwa: 

“Biaya penerbitan sim itu sudah di atur oleh PP Nomor 76 tahun 2020 yang 

mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 

yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia. Yang dimana 

besarannya itu SIM baru dan perpanjangannya berbeda (tarif). Misalkan 

penerbitan SIM baru motor dan mobil itu berbeda, untuk SIM motor 

sebesar Rp.100.000. sedangkan untuk SIM mobil sebesar Rp. 120.000. 

Kemudian untuk perpanjangan untuk SIM motor itu Rp.75.000 dan untuk 

perpanjangan SIM mobil sebanyak Rp. 80.000. Adapun biaya jasa lainnya 

seperti halnya biaya Kesehatan, denda, dan psikotes, itu diluar dari kami 

walaupun pihak penyelenggara psiko dengan pihak kepolisian ada MoU 
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untuk menunjuk Lembaga psiko mana yang berhak untuk mengeluarkan 

rekomendasi bahwa pemohon SIM itu sehat secara Rohani”(Hasil 

wawancara WS selaku kepala satuan lalu lintas pada tanggal 30 januari 

2024) 

 

Berdasarkan hasil wawancara sudah menjelaskan bahwa WS selaku kepala 

satuan lalu lintas mengemukakan biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP nomor 

76 tahun 2020 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara 

bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia, yang dimana 

satlantas dalam pelayanan SIM tersebut tidak bisa mengubah atau mengganggu gugat 

tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan PP nomor 76 tahun 2020. 

Jadi biaya penerbitan SIM itu sudah diatur oleh PP No. 76 tahun 2020 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri, oleh 

karena itu Polrestabes Kota Makassar tidak bisa mengubah atau mengganggu gugat 

tarif tersebut karena sudah di atur. 
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Berikut tabel tarif biaya pelayanan Surat Izin Mengemudi di Polrestabes Kota 

Makassar: 

Table 3 – Tarif Biaya Pengurusan SIM 

Jadi tarif diatas sudah tidak boleh di ganggu gugat oleh pihak manapun 

dikarenakan sudah di atur oleh PP No. 76 tahun 2020 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri, 

Oeh karena itu peneliti mewawancarai salah satu peserta pembuatan Surat Izin 

Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar mengenai tarif pembuatan SIM DF 

mengatakan bahwa: 

“Benar, di pengurusan sim ini tarifnya tidak berubah ubah yang dimana 

kalau sim motor itu sebesar Rp. 100.000 rupiah dan sim mobil sebesar 

120.000 rupiah jadi bisa dibilang murah yah dan tidak ada biaya – biaya 

tambahan lagi tapi kalau biaya psikologis biasanya ada tarif kesehatan 

namanya, cek kesehatan mungkin cuman itu yang di bayar lagi selebihnya 

No. Jenis Golongan SIM 
Besaran Biaya SIM 

Baru 

Besaran Biaya SIM 

Perpanjangan 

1 SIM A Rp. 120.000,- Rp. 80.000,- 

2 SIM B I Rp. 120.000,- Rp. 80.000,- 

3 SIM B II Rp. 120.000,- Rp. 80.000,- 

4 SIM C Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- 

5 SIM C I Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- 

6 SIM C II Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- 

7 SIM D Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- 

8 SIM D I Rp. 50.000,- Rp. 30.000,- 

9 SIM Internasional Rp. 250.000,- Rp. 225.000,- 
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tidak ada” (Hasil wawancara DF salah satu peserta pembuatan sim pada 

tanggal 30 januari 2024) 

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu masyarakat yang sudah 

melewati pengurusan SIM ini yaitu di Polrestabes Kota Makassar khususnya di 

pelayanan sim ini biayanya terpantau murah dan tidak berubah ubah, biaya ekstranya 

pun hanya biaya cek kesehatan saja selebihnya sudah tidak ada. 

3. Prosedur Pelayanan Publik / SOP 

Adapun  tentang SOP pengurusan sim tersebut peneliti mewawancarai WS selaku 

kepala satuan lalu lintas. 

“Untuk masyarakat sekarang kan banyak pengguna gadget sebesar 65%    

yang sudah memegang media sosial kami memanfaatkan hal itu dan 35% 

lainnya itu kalangan yang sudah memiliki SIM. Untuk masalah lokasi dan 

SOP itu mereka sudah paham. Sekarang yang belum paham itu generasi 

adik adik di tingkat SMA kebawah, makanya kami terus melakukan 

sosialisasi secara berkesianmbungan dengan mendatangi sekolah-sekolah 

untuk melaksanakan kegiatan yang namanya “Couching Clinic” jadi kita 

mendatangi sekolah yang ada di Kota Makassar ini untuk memberikan 

pengetahuan dan mensosialisasikan tata cara pengurusan, dan persyaratan 

dalam membuat SIM. Banyak juga di Instagram kami (SATLANTAS 

POLRESTABES MAKASSAR) tentang video-video atau konten kami 

mengenai pembuatan SIM dan semua sosialisasi yang kami lakukan mulai 

dari Couching Clinic dan Safety Riding. 

 

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bawah SOP atau tata cara pembuatan 

sim tersebut sudah transparansi atau keterbukaan yang dimana sudah ada di jejaring 

sosial karena mereka sudah mencantumkan konten – konten mengenai SOP atau tata 
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cara pembuatan SIM, dan seperti wawancara diatas mereka selalu melakukan 

sosialisasi di sekolah menengah atas atau bisa di sebut dengan singkatan SMA untuk 

memberikan pengetahuan mengenai tata cara pembuatan SIM atau SOP di Satlantas 

Polrestabes Kota Makassar.  

Jadi seperti yang kita ketahui SOP pelayanan Surat Izin Mengemudi di 

Polrestabes Kota Makassar sudah tercantum di berbagai jejaringan sosial dan 

melakukan sosialisasi di sekolah Tingkat SMA. 

Peneliti mengungkapkan bahwa Satlantas Polrestabes Kota Makassar telah 

melakukan couching clinik di sekolah – sekolah setiap setahun sekali dan tidak ada 

jadwal khususnya, berikut beberapa dokumentasinya: 
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Adapun persyaratan batas usia untuk pemohon SIM yaitu: 

1. 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A. SIM C. dan SIM D; 

2. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B1; dan 

3. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II 

4. 20 (dua puluh) tahun untuk SIMA UMUM 

5. 22 (dua puluh dua) tahun untak SIM BI UMUM: dan 

6. 23 (dua puluh tiga tahun untuk SIM B II UMUM 

Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi baru / SOP di  

Polrestabes Kota Makassar yaitu terdiri dari: 

1. Persyaratan administrasi  

a) Surat keterangan dokter 

b) Foto kopi KTP sah 

c) Mengajukan surat permohonan SIM yang diambil dari 

website resmi Polrestabes Kota Makassar 

2. Pendaftaran 

3. Registrasi 

4. Foto  

5. Pencerahan dan teori 
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6. Praktek 

7. Produksi SIM 

Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi perpanjangan. 

Mekanisme tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 

tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. 

1. Persyaratan administrasi  

a. Surat keterangan dokter  

b. Foto kopi KTP sah 

c. SIM lama yang masih berlaku 

d. Surat keterangan lulus uji keterampilan simulator 

e. Mengajukan surat permohonan SIM yang diambil dari 

website resmi Polrestabes Kota Makassar 

2. Pendaftaran  

3. Registrasi 

4. Foto  

5. Produksi SIM 

Berikut diatas beberapa syarat atau SOP yang berlaku di pelayanan Surat Izin 

Mengemudi, jadi sudah sangat jelas kita ketahui. 

Maka dari itu peneliti mewawancarai salah satu peserta pembuatan SIM di 

Polrestabes Kota Makassar tentang SOP yang berlaku saudari CA mengatakan bahwa: 
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“Benar saya sebagai masyarakat muda atau anak SMA, saya mengetahui 

segala bentuk SOP atau pembuatan sim itu di sosial media atau di google 

saya cari semua itu, dan setelah memahami alurnya mulai dari tarif maupun 

tata cara pembuatannya  saya pergi ke satlantas ini untuk membuat sim ini’’ 

(Hasil wawancara CA salah satu peserta pembuatan sim pada tanggal 30 

januari 2024) 

 

Dari wawancara tersebut kepada salah satu masyarakat bahwa mereka 

menggunakan gadgetnya untuk melihat SOP atau tata cara pembuatan SIM itu di sosial 

media Satlantas Polrestabes Kota Makassar, mereka secara otoditak mencari segala 

bentuk informasi di platfrom contohnya di google itu sendiri. 

Jadi seperi yang kita ketahui bahwa diatas sudah jelas bahwa SOP nya atau pun 

syarat sudah jelas terpampang nyata di sosial media pembuatan Surat Izin Mengemudi. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Transparansi / Informasi pelayanan 

Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 

membuat kebijakan - kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Pada 

akhirnya, transparansi akan menghasilkan akuntabilitas antara rakyat dan pemerintah. 

Inisiatif transparansi pemerintah daerah sangat penting untuk membangun kepercayaan 

masyarakat. Ini mengacu pada upaya untuk membuka dan memberikan akses yang 

lebih luas kepada masyarakat terkait informasi, kebijakan, dan keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah. Negara-negara yang menerapkan transparansi informasi 

memungkinkan akses yang mudah dan adil terhadap data, kebijakan, dan keputusan 

yang berdampak pada masyarakat.   

Informasi disajikan melalui hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan 

pengamatan peneliti dapat di jelaskan bahwa penerapan  pelayanan publik terkait 
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transparansi di Polrestabes Kota Makassar terkhusus di satlantas sudah terbilang cukup 

baik. Polrestabes Kota Makassar terkhususnya di SATLANTAS sudah berusaha 

memberikan berbagai informasi terkait pengurusan Surat Izin Mengemudi ini 

Polrestabes Kota Makassar terkhususnya di SATLANTAS dengan menggunakan 

berbagai macam cara, mulai dari penyediaan papan informasi terkait apa-apa saja yang 

harus dilengkapi oleh masyarakat saat ingin mengurus SIM, tersedianya media 

Instagram yang update setiap saat untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

terkait Pelayanan Surat Izin Mengemudi di Polrestabes Kota Makassar, melakukan 

sosialisasi – sosialisasi di setiap Sekolah Menengah Atas untuk memberitahukan 

tentang bagaimana SOP yang berlaku di Polrestabes Kota Makassar khususnya di 

Pelayanan Surat Izin Mengemudi 

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara tersebut kepada satuan lalu lintas, 

bahwa pelayanan sim tersebut sudah transparansi dikarenakan telah mengikuti segala 

SOP yang berlaku dan pelayanannya melalui web atau aplikasi maka bisa dikatakan 

sudah transparansi dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polrestabes 

Kota Makassar. Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan terdapat banner yang 

tentang persyaratan batas usia untuk pemohon SIM antara lain sebagai berikut: 

1. 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A. SIM C. dan SIM D; 

2. 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan 

3. 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II 

4. 20 (dua puluh) tahun untuk SIMA UMUM 

5. 22 (dua puluh dua) tahun untak SIM B I UMUM: dan 

6. 23 (dua puluh tiga tahun untuk SIM B II UMUM 

Kemudian mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi baru / SOP di 

Sanlantas Polrestabes Kota Makassar yaitu terdiri dari: 
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1. Persyaratan administrasi  

a) Surat keterangan dokter 

b) Foto kopi KTP sah 

c) Mengajukan surat permohonan SIM yang diambil dari 

website resmi Polrestabes Kota Makassar 

2. Pendaftaran 

3. Registrasi 

4. Foto  

5. Pencerahan dan teori 

6. Praktek 

7. Produksi SIM 

Adapun mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi perpanjangan. 

Mekanisme tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Kepolisian No. 5 Tahun 2021 

tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. 

1. Persyaratan administrasi  

f. Surat keterangan dokter  

g. Foto kopi KTP sah 

h. SIM lama yang masih berlaku 

i. Surat keterangan lulus uji keterampilan simulator 

j. Mengajukan surat permohonan SIM yang diambil dari 

website resmi Polrestabes Kota Makassar 
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2. Pendaftaran  

3. Registrasi 

4. Foto  

5. Produksi SIM 

Adapun faktor yang menghambat di Polrestabes Kota Makassar khususnya di 

SATLANTAS, faktor penghambat merupakan segala sesuatu hal yang memiliki sifat 

menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu (Kristianda 

n.d.), yaitu adanya trouble dari aplikasi sistem tersebut yang dimana kalau terjadi 

pelayanan pembuatan SIM tersebut tidak berjalanan sebagaimana mestinya karena 

adanya gangguan koneksi yang mengakibatkan aplikasi sistem trouble atau eror, dan 

dari kesimpulan hasil wawancara kepala satuan lalu lintas menyatakan bahwa faktor 

penghambatnya yaitu faktor cuaca, semua aktifitas pelayanan lapangan di hentikan 

apabila terjadi hujan deras. Apabila dua hal tersebut terjadi maka solusinya yaitu 

satlantas Polrestabes Kota Makassar tersebut berkoordinasi terhadap teknisi atau 

vendor dari pusat yang memegang aplikasi SIM online tersebut dan dari teknisi tersebut 

akan memperbaiki masalah mengenai jejaringan, jadi semua faktor penghambat 

tersebut bisa terkoordinir dengan baik dan benar karena adanya vendor dari pusat 

satlantas Polrestabes Kota Makassar. 

 

2. Prosedur Pelayanan Publik / SOP 

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan barang dan jasa yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang telah 

ditetapkan, pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas 

menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat (Dwiyanto, 2015; 

Rizki & Hepytisa, 2018) Dalam (Laia, Halawa, and Lahagu 2022) 
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Sejalan dengan Dwiyanto (2015) dalam (Laia et al. 2022) bahwa pelayanan publik 

sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan, karena masyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara prima atau pelayanan yang berkualitas. 

Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan publik. Pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Pekerjaan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain disebut pelayanan; ini pada dasarnya 

tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan. Pelayanan (service) adalah 

produk yang membantu seseorang menyiapkan atau mengurus kebutuhannya. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di satlantas kapolres Kota Makassar yaitu 

dapat di simpulkan bawah SOP atau tata cara pembuatan sim tersebut sudah 

transparansi atau keterbukaan yang dimana sudah ada di jejaring sosial media karena 

mereka sudah mencantumkan konten – konten mengenai tata cara pembuatan SIM, 

keselamatan dalam berkendara lalu lintas, maupun bebas percaloan di akun Instagram 

Polrestabes Kota Makassar, dan seperti wawancara diatas mereka selalu melakukan 

sosialisasi di sekolah menengah atas atau bisa di sebut dengan singkatan SMA untuk 

memberikan pengetahuan mengenai tata cara pembuatan SIM atau SOP di Satlantas 

Polrestabes Kota Makassar, dan seperti yang kita ketahui bahwa satlantas Polrestabes 

Kota Makassar sudah jelas prosedur pelayanan atau SOP tersebut karena hal tersebut 

sudah di sebar luaskan yang seluas luasnya. 

 

3. Rincian Biaya Pelayanan 

Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2013) Rincian biaya pelayanan merujuk 

pada semua komponen biaya yang terkait dengan penyediaan layanan kepada 

pelanggan, termasuk biaya operasional, biaya overhead, biaya sumber daya manusia, 

dan biaya lainnya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan proses pelayanan. 

Dan Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2006) Rincian biaya pelayanan mencakup 
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semua biaya yang terkait dengan penyediaan layanan kepada pelanggan, termasuk 

biaya produksi atau pengadaan produk, biaya distribusi, biaya promosi, biaya 

penjualan, dan biaya dukungan pasca penjualan. 

Yang dimana di SATLANTAS Polrestabes Kota Makassar memakai rincian biaya, 

dari hasil penelitian mengemukakan bahwa di satlantas kapolres Kota Makassar biaya 

nya di atur oleh aturan PP nomor 76 tahun 2020 yang artinya mengatur tentang jenis 

dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara 

republik Indonesia, yang dimana SATLANTAS dalam pelayanan SIM tersebut tidak 

bisa mengubah atau mengganggu gugat tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan 

PP nomor 76 tahun 2020, dan biaya tersebut sudah terlihat di web atau aplikasi tersebut 

dan juga banner – banner yang terletak di SATLANTAS Polrestabes Kota Makassar. 

4. Faktor Penghambat 

 Penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, 

keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, menghalangi). 

Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan 

atau pencapaian suatu hal. Adapun faktor yang menghambat proses berjalanannya 

kegiatan pembuatan SIM yaitu faktor cuaca, semua aktifitas pelayanan lapangan di 

hentikan apabila terjadi hujan deras, dan faktor yang kedua yaitu terjadinya trouble 

jaringan karena apabila terjadi trouble jaringan dari pusat maka komputerisasi tidak 

berfungsi dengan kata lain terjadinya eror dan semua prosedur tidak boleh melangkah 

apabila koneksi jaringan trouble di pembuatan foto maka harus menunggu sampai 

jaringan tersebut normal kembali. 

Jadi beberapa faktor yang menghambat yaitu cuaca yang buruk dan adanya 

gangguan jaringan maka segala bentuk pelayanan di Polrestabes Kota Makassar 

terhambat.  
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BAB V 

                                             PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Penerapan Transparansi 

dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan Surat Izin Mengemudi) di Polrestabes Kota 

Makassar maka dapat di simpulkan bahwa: 

1. Penerapan transparansi / informasi pelayanan di Satlantas Polrestabes Kota 

Makassar sudah di terapkan dengan baik ataupun sudah transparansi dikarenakan 

keterbukaannya dalam pelayanan sehingga di katakan pelayanan yang transparan 

dan sudah memenuhi SOP yang berlaku saat ini. Prosedur Pelayanan Publik / 

SOP di satlantas Polrestabes Kota Makassar dapat di simpulkan bawah SOP atau 

tata cara pembuatan SIM tersebut sudah transparan atau keterbukaan yang 

dimana sudah ada di jejaring sosial karena mereka sudah mencantumkan konten 

– konten mengenai SOP atau tata cara pembuatan SIM, dan seperti wawancara 

diatas mereka melakukan sosialisasi di sekolah menengah atas atau bisa di sebut 

dengan singkatan SMA untuk memberikan pengetahuan mengenai tata cara 

pembuatan SIM atau SOP di Satlantas Polrestabes Kota Makassar. Kemudian 

untuk rincian biaya pelayanan maka di simpulkan di satlantas kapolres Kota 

Makassar memakai rincian biaya, dari hasil penelitian mengemukakan bahwa di 

satlantas kapolres Kota Makassar biaya nya di atur oleh aturan PP nomor 76 

tahun 2020, yang dimana satlantas dalam pelayanan SIM tersebut tidak bisa 

mengubah atau mengganggu gugat tarif tersebut karena sudah diatur oleh aturan 

PP nomor 76 tahun 2020, dan biaya tersebut sudah terlihat di web atau aplikasi 

tersebut dan ada juga di banner – banner yang terletak di satlantas kapolres Kota 

Makassar. 
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2. Adapun faktor penghambat di Polrestabes Kota Makassar khususnya di satlantas 

yaitu adanya trouble dari aplikasi yang menganggu sistem contohnya karena 

jaringan, yang dimana kalau terjadi, pelayanan pembuatan SIM tersebut tidak 

berjalanan sebagaimana mestinya karena adanya gangguan koneksi yang 

mengakibatkan aplikasi sistem trouble atau eror yang memungkinkan peserta 

pelayanan SIM ini menunggu ber hari – hari. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti dapat memberikan saran yaitu :  

Diharapkan agar aparatur Sat Lantas Polrestabes Kota Makassar Dalam Pelayanan 

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), dapat ditingkatkan agar dapat lebih 

maksimalkan atau dengan sigap memperbaiki server atau aplikasi yang lagi trouble 

sehingga pelayanan Surat Izin Mengemudi tersebut tidak terhenti atau macet. Dan 

saran saya sebagai penulis yaitu jam pelayanan kerjanya harap di tambahkan sedikit 

lagi sehingga peserta bisa memaksimalkan waktu pelayanan Surat Izin Mengemudi ini. 
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